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PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nom®aB8n 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adabalean
kebijakan di bidang pengaturan Pajak Daerah, kmysuddi
bidang Air Tanah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana slichgkada
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentanak Prsr
Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Taheb4
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Katailkdi
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun MNsvor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Républi
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun7199
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lemb@gara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahanbagan
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimaah t
diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republiloriedia
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lad@n
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran NegaralRkepu
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun9199
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bedbas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rgpu
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun3200
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reduodlinesia
Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Riepub
Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegarablRepu
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembararafdeg
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republiohesia
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Rkpub
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun4200
tentang Penyusunan Peraturan Perundangan-undareabgran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun4200
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rlepubl
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembasganfd
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telabati kedua
kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nom@r
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia T&008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun4200
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintaht Rizsa
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@4 20
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inslane
Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun9200
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembbiegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambaleanldaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4@iid 982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daenagkdai I
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tdl8P
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Wuiid 983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahurli 198
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Républi
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38172005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran &legar
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaleamidaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor #ui&005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyetanmgg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &xian
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaralRkpu
Indonesia Nomor 4593);



16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4fuii&2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Megar
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahanbagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4811 &2008
tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Ind@n&ahun
2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repuldidniesia
Nomor 4859);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor @8ui&010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan hsenti
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, bEdman
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 TaPody7
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebafeaturan
Perundang-undangan;

20. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 TahQB84
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesidahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Limggan
Pemerintah Daerabh;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@d8ang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimaaia tel
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nds8ofahun
2007,

23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun &00&ng
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembagaah
Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 01, Seri B);

24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun #0Q8ng
Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daecoth
Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);

25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008ng
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (LembarardbaKota
Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09);

26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun ®#0Q8ng
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daeramifiagan
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 10).

Dengan Per setujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH .



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

11.

12.

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkedrati
sebagai unsur pelaksana penyelenggara pemerirdakaah.
Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai da
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penebesarnya
pajak sampai kegiatan penagihan retribusi kepadabWrajak
serta pengawasan penyetorannya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yarak tid
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatasseman
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha mililgarse
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengama
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koped#sia pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi magaisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dantuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan tbh&nusaha
tetap.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisaraitaatau
batuan di bawah permukaan tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan t&an/a
pemanfaatan air tanah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnyagtiat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan lyasarmlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnjsiieya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak kaeniah
kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang aetatau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dain§TPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atnksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusarg y
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atkun/
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dglaraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdidpat Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Dadezhih
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat KeputBsanbetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputuaarkeberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketet®ajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan &tswmpyutan
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.



13. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukah @&jib
Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu kepuasg dapat
diajukan banding berdasarkan peraturan perundadgAagan
perpanjakan yang berlaku.

14. Putusan Banding adalah putusan badan peradigak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatang gamukan
oleh Wajib Pajak.

15. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yanglditakecara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi kgaanyang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan d@aydy serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang asa) yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupscaetan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tertsebu

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghingam
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yandgksdifeakan
secara objektif dan profesional berdasarkan sudaandar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewaj
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untularujain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundataggan
perpajakan daerah dan retribusi daerah.

17. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daedan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakul@eh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan buktigydengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidangppgkan
daerah dan retribusi yang terjadi serta menemtétaangkanya.

18. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kotar@as.

BAB I1
NAMA, OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak ataspspengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah di Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaattanah.

(2) Dikecualikan dari objek pajak adalah pengaarbildan/atau
pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar runaalgga,
pengairan pertanian dan perikanan rakyat, sertaguotan.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yam¢pkokan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 5

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badgang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.



